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DASAR HUKUM: PTSP PUSAT-BKPM

Pemerintahan
Daerah

Mk

UU No. 23 Tahun 2014
“Pasal of 250"

Penanaman Pelayanan
Modal Publik

o =

UU No. 25 Tahun
UU No. 25 Tahun 2009
2007

PTSP PUSAT
PERPRES. No. 97 Tahun 2014

. PERATURAN KEPALA BKPM
Nomor 14, 15, 16, 17, 18, 19 Tahun 2015
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Perpres No 44 tahun 2016 ¥
Sektor Kelautan dan Perikanan

Modal Dalam Negeri 100% dan Perizinan Khusus

Perikanan Tangkap dengan Menggunakan Kapal Penangkap lkan di Wilayah
Perairan Indonesia dan Laut Lepas

Modal Dalam Negeri 100%

Penggalian Pasir Laut

Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Budidaya Koral/Karang Hias

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia




Permen KP No 3 tahun 2015 ¥
Pendelegasian ke Kepala BKPM

;.______________________"; __________________

: (SIUP) ‘

i Surat Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan lkan
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e Usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang menggunakan modal' J
asing

e Usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang berlokasi di wilayah laut dit
atas 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atam ~.

I
ke arah perairan kepulauan I,

1
* Usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang berlokasi di darat pada l‘w
wilayah lintas provinsi

I=

I/

e Usaha pembesaran ikan yang menggunakan teknologi super intensif di darat{
dan wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah hr'
laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan Lt
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DASAR HUKUM: PTSP PUSAT-BKPM W

IZIN PRINSIP/
IZIN INVESTAS

diatur dalam Perka 14/2015 ]‘

IZIN USAHA

diatur dalam Perka 15/2015
tentang Perizinan dan Non-
Perizinan Penanaman

tentang Izin Prinsip Penana-

man Modal = .' 0% Modal

PEMBEBASAN TAX S TAX

BEA MASUK IMPOR ALLOWANCE HOLIDAY

diatur I.IiIJ-iLI‘.I'I-PL‘rkH 162015 diatur diinr.u.Prrka.lBleS diatiir dabai Perka 1972015

;’::—:ls Fasilitas Penanaman :]E;‘;:'Ej“a:l:::iaﬂk tentang Pengurangan Pajak

Fe:auaa;::ﬂn Muoudal Penghasiian Badan

Contact Centre
0807-100-BKPM (2576)

info@bkpm.go.id

Srekem




PERKEMBANGAN PTSP PUSAT “PTSP ON THE TRACK” ﬁ’

6 Apr’1 ’
27 Mar’15 TI;x > 31Jul’1s 12 Agst5

- ) oo i
Sep-Des’14 26 Jan's Fasilitas AllowanPendelegasian Pendelegasian

Pendelegasian Minerba

.~ Ketenagali Mi
. Launchin Igas
Menteri & PTSP g s-trikan © 16 Agst’15 ,
online system Tax 01 Okt’15
. Tambahan
_____________ Y Pendelegasian

- e 29 Sept’15 dari M gt )

2015 — PerKa BKpm ar Vienter

Perhubungan

26 Okt’1g
Launching
Layanan 3
Jam “3+1”
01 Des’15
Soft-
Lauching
Layanan
/ 3Jam “8+1”
23 Des’15
Pendelegasian TDP
khusus Layanan 3 Jam
((8+1”

11Jan"6 4
Grand- Launchmg
Layanan 3 Jam “8+1”
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PTSP PUSAT-BKPM

22 Kementerian/Lembaga

* Melayani konsultasi

* Memproses perizinan dan
non-perizinan

22 K/L menyatu di
dalam satu kantor

@ PTSP PUSAT | w
@ diBKPM |
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PTSP PUSAT-BKPM.... lanjutan ¥

Cruative Indutrie
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 PTSP PUSAT melayani 168 jenis perizinan dan non-perizinan penanaman

modal sesuai dengan pendelegasian dari kementerian teknis

e PTSP Pusat berkomitmen memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan yang
cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi.
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Alur Konsultasi di PTSP Pusat di BKPM ¥

m |
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. I
* Tiba di BKPM, * Investor mengambil * Investor dapat
investor wajib nomor antrian sesuai berkonsultasi
menyerahkan dengan kebutuhan atau melakukan
kartu identitas konsultasi atau pengambilan
untuk ditukar pengambilan izin dan produk (izin dan
dengan kartu non perizinan non perizinan)
tamu di bagian » Terdapat 6 counter sesuai
resepsionis BKPM dan 22 counter panggilan
Kementerian/Lembaga nomor antrian

dan counter

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
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STANDARD of OPERATING PROCEDURE “SOP”’: ON-LINE SYSTEM

W

1

Penanam Modal ’

=

Tata Usaha

Online system
http://online-spipise.bkpm.go.id

Back office

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

IZIN PRINSIP

1. lzin Prinsip ‘IP’

2. lzin Prinsip
Perluasan ‘IP-PL’

3. lzin Prinsip
Merger‘IP
Penggabungan’

4. lzin Prinsip
Perubahan ‘IP-PB’

10



STANDARD of OPERATING PROCEDURE “SOP”: ON-LINE SYSTEM ¥

IZIN USAHA

Online system
http://online-spipise.bkpm.go.id
1

Penanam Modal ’

Pengajuan Online:
1. lzin Usaha ‘U’
2. lzin Usaha Perluasan

P , Back office U-PL
= i 3. lzin Usaha untuk
“A Merger ‘IU
Penggabungan’

4. lIzin Usaha
Perubahan ‘lU-PB’

5. Kantor Perwakilan
‘KPPA’ dan ‘KP3A’

Tata Usaha

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia
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Thank You

Terima Kasih

-_ e

CONTACT US

BADAN KOORDINASI PENANAM
JI. Jend. Gatot Subroto No. 44, Ja
P.O. Box 3186, Indonesia

B One Stop Service Contact Centerp
8 P :0807 100 BKPM (2576)

InTo (@ .go.id




